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DEWAN PERI[IAKILAN RAKYAT DAERATI
KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN

DEWAIT PERtrIAXILIIN RAI(YAT DAERAII
KOTA MEDAN

troMoR : Fr /9f69 / Kep-DPRD I 7 120i21

TENTANG

PEMBEI5TI'XAIT PERSONALIA PAI|ITIA XIrUSUS
PETBAHASAN RAJTCAITGAN PERATI'RAIT DAERAII K(yTA ilEDAX

TENTANG XEOI,A}IRAGAAN

DEWAII PERWAXILAN RAI(YAT DAERAH KOTA MEDAN

Menlrlrbang a bahwa olahraga merupakar suatu usaha untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani, dan sosial
yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah
dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil,
malmur, sejahtera, dan demokratis, maka keolahragaan
dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses terhadap
kegiatan olahraga, meningkatkan kebugara_n dan kesehatan,
serta prestasi, sehingga l(s6lahlagnan mampu menjawab
berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan
baik daerah, nasional maupun internasional, diperlukan
kepastian hukum dalam Keolahragaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan
daerah tentang Keolahragaan;

fsngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (l,embaral Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O92);

3. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O3 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 78, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43O1);

c

J h



2

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO5 Tentang Sistem
Keolalrragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O5 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 Tentang Kesehatan
(l,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 144,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);

6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Ta_hun 2Ol4 Nomor
l82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kafi terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan
Ralqfat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan
Perwakilan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambalran lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20l5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tenta-ng Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tanbahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3OO5);
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I 1 . Peraturan Pemerintal-r Nomor S0 Tahun l 99 I tentang
pembentukan kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah
Kabupaten Daerah tingkat II Karo,Kecamatan pematang
Bandar,Huta Bayu Raja Dan Ujung padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Darr Kecamatan Medan
Petisah,Medan Tembung,Medan Helvetia,Medan polonia,Medan
Maimun,Medan Selayang,Medan Amplas,Dan Medan Area di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun lgg2 tentang
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi,
Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias,
l,angkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

13. Peraturan Pemerintah Nomor L6 Tahun 2OOZ tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O7 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4702);

14. Peraturan Pemerintah Nomor lZ Tahun 2OOT tentang
Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OOZ tentang
Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2O07 Nomor 37, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47O4);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan pendidikan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SO15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2Ol0 tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Dan
Penyelenggaaraan Pendidikan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 102, Tambahan L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OlZ tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60a f );

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O tahun
2Ol8 tentalg Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2O18 Nomor lS57);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 202O tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2I (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 888);

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2Oll-2O31
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2O11 Nomor 13,
Tambahan kmbaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2Ol5 tentang
Rencana Detail Tata Ruang Dan Peratural Zonasi Kota Medan
Tahun 2015-2035 (l,embaran Daerah Kota Medan Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2O16 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2O16 Nomor 15, Tambahan
lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2O2O Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2l
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 3);

25. Peraturan Dewan Perwalilan Ratcyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor I Tahun
2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2O2O Nomor.

Memperhatlkan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DpRD Kota Medan tanggal 30
Juni 2O21.

2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medaa tanggal 12 Juli2O2I
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

gslril

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAIT PERWAXILIIN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDA.IT TENTAIYG PEMBENTUKAN PERSONALIA PAJTITIA
XIIUSUS PEMBAIIASAIT RAIICA.ITGAIT PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN TEI|TANG KEOLAIIRAGAAIT.

Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Khusus
Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Keolahragaan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Khusus Pembahasan bertugas melakukan Pembahasan
Ranperda Kota Medan tentang Keolahragaan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan
perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat
kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

DltetapLan di Medan
pada tanggal I Jult 2021

DEUIAN RAI(YAT DAERAH

t

q
, S.E

o

I

Uakll Ketua,

H. IHWAI{ RITOI{GA,S.E.,U.U H. RA.TUDII| SAGA.LA,S.Pd.I .T BNIRUUSYAII,S.H.,[.H

Tembucan:
1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medal
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan
1O. Pertinggal
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ilo NAMA FRAITSI xEr
I Drs, WONG CHUN SEN, M. PdB F. PDIP

2 DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E F. PDIP

r) JOHANES HARATUA HUTAGALUNG, S.Sos F. PDIP

4 H. SURIANTO, S.H F. GERINDRA

5 HARIS KELANA DAMANIK F. GERINDRA

6 F. GERINDRA

7 SYAIFUL RAMADHAN F. PKS

8 F. PKS

9 SUDARI, S.T F. PAN

ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H F. PAN

11 MODESTA MARPAUNG, Am. Keb., SKM. F. GOLKAR

I2 AFIF ABDILLAH,S.E F. NASDEM

13 DODI ROBERT SIMANGUNGSONG, S.H F DEMOKRAT

14 JANSES SIMBOLON, S.E F. HANURA,PSI,PPP

UI"UPIRAI{ PERSONALIA PAIIITN, PEMBAIIASAN RANPERDA KOTA
MEDAN TEITTANG XDOLIIHRAGAAIY

DEWAN PERWAIIILIII{ RAI(YAT DAERAII
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S.E

fiIakil Ketua, w [Iakil Ketua,

H. IHWAN RITOI{GA,S.E.,M.il H. RA.TUDIN SAGAIA,S.Pd.I .T BAHRUUSYNT,S.H.,U.H

SITI SUCIATI, S.H

IRWANSYAH, S.Ag
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